






A. Latar Belakang Masalah 
Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy 
makers atau pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan itu dapat 
berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun 
kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-
upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku para pelaksana agar 
bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran, hal 
ini membuat proses implementasi sangat berpengaruh terhadap suatu 
kebijakan publik yang diciptakan (Tangkilisan, 2003) 
Dewasa ini kebijakan di bidang pelayanan kesehatan berkembang 
secara integrasi, yaitu pelayanan kesehatan kolaborasi antara pelayanan 
kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional. Tujuan 
pelayanan kesehatan integrasi adalah memberikan pilihan dan pelayanan yang 
semaksimal mungkin kepada masyarakat. Salah satu model pelayanan 
kesehatan integrasi yang sering dikombinasikan dengan pelayanan kesehatan 
konvensional yaitu akupunktur. 
Menurut PP. No.103 (2014) Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 
dikatakan bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu 
bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan 
konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional, baik bersifat sebagai 
pelengkap atau pengganti. 
Banyak pasien mencari pilihan pengobatan tradisional yang efektif, dan 
sistem pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada 
pasien dengan menyediakan pengobatan tradisional yang lebih mudah diakses. 
Selain itu pasien memilih perawatan tradisional karena mereka ingin 
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mengambil pendekatan yang lebih holistik untuk kesehatan mereka daripada 
mengobati penyakit dengan intervensi medis konvensional (Witham, 2013) 
Jenis pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia dan di berbagai 
negara lainnya salah satu yang paling berkembang adalah akupunktur. 
Menurut Alderman (2010) survey yang dilakukan oleh National Institutes of 
Health (NIH) pada tahun 2007 dilaporkan bahwa 3,1 juta orang dewasa di 
Amerika menggunakan akupunktur dalam satu tahun. McKenzie (2011) 
mengungkapkan pada tahun 2007 sebuah studi di Taiwan menemukan sekitar 
11% dari pelayanan kesehatan dengan asuransi menggunakan akupunktur. 
Akupunktur telah banyak diterapkan di berbagai negara dengan 
berbagai pola manajemen dan kebijakan. Misalnya seperti di Singapura, 
Kementerian Kesehatan Singapura telah membuat panduan pelayanan 
Traditional Chinese Medicine (TCM) di Rumah Sakit (Ministry of Health 
Singapore, 2005). Selain itu pelayanan akupunktur dapat disediakan di dalam 
lokasi klinik medis maupun klinik gigi. (Singapore Medical Association, 
2007). 
Akupunktur di Amerika terus mendapatkan popularitas, sehingga 
praktik akupunktur ini harus terintegrasi dengan bidang medis dengan definisi 
yang ketatdan perlu penyesuaian. Contohnya di Texas Amerika Serikat praktik 
akupunktur tidak dibatasi dengan pelayanan medis, karena merupakan hak 
konstitusional privasi meliputi keputusan untuk mendapatkan pengobatan 
akupunktur. Karena itu praktik tindakan medis yang membatasi akupunktur 
untuk tenaga kesehatan yang berlisensi adalah inkonstitusional. Selain itu 
tujuan legislatif di Amerika Serikat akan memastikan bahwa tidak ada 
diskriminasi dalam pemberian asuransi pelayanan kesehatan termasuk 
pengobatan tradisional. Dalam banyak kasus, rencana kesehatan tidak bisa 
mengharuskan hanya dokter melakukan pelayanan akupunktur (Witham, 
2013). 
Selain di Amerika, akupunktur juga diterima dengan baik di Australia, 
dengan 10% pasien menjalani akupunktur dan 80% praktisi medis merujuk 
pasien mereka untuk mendapatkan pelayanan akupunktur. Semua skema 
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asuransi kesehatan swasta memberikan jaminan untuk pasien yang menerima 
terapi akupunktur, dan pembayaran pihak ketiga juga tersedia dalam enam dari 
delapan negara bagian dari teritori Australia. Arah masa depan akupunktur di 
Australia adalah memperkenalkan terapi ini di rumah sakit sehingga 
akupunktur dapat diakses oleh masyarakat secara luas (Zhen, 2014). 
Sedangkan di Indonesia baru-baru ini akupunktur telah mendapat 
pengakuan secara resmi dari pemerintah, namun demikian kebijakan-
kebijakan mengenai pelayanan kesehatan tradisional khususnya akupunktur 
masih belum berjalan dengan baik, menimbulkan multitafsir, memicu masalah 
kepentingan dari beberapa tenaga kesehatan pelaksananya, dan masalah 
pembagian kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan. 
Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia pada saat ini 
menuju era universal coverage yaitu sistem pembayaran pelayanan kesehatan 
secara menyeluruh untuk setiap warga negara yang dijamin oleh pemerintah 
dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui asuransi BPJS. 
Dengan adanya program pemerintah ini sebenarnya masyarakat sangat 
berharap bahwa pelayanan akupunktur juga dijamin pembiayaannya oleh 
BPJS, namun pada kenyataannya kebijakan pemerintah ini belum dapat 
dinikmati oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 
akupunktur karena kebijakan BPJS tentang akupunktur saat ini masih belum 
pasti. 
Selain itu perijinan tenaga kesehatan dalam pengobatan komplementer 
di fasilitas pelayanan kesehatan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan, di 
sebagian provinsi bahkan belum terimplementasikan. Penafsiran Permenkes 
No. 1109/Menkes/Per/X/2007 pasal 12 ayat 1 tentang persyaratan pendidikan 
terstruktur juga ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan. (Erry, Andi Leny 
Susyanty, Raharni, Rini Sasanti, 2014) 
Dengan adanya beberapa pemasalahan diatas, maka sampai saat ini 
implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional khususnya yang 
diatur dalam PP. No.103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional  
belum berjalan sesuai dengan harapan. Belum adanya kesepakatan pembagian 
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wewenang akupunktur di fasilitas pelayanan kesehatan antara dokter spesialis 
akupunktur dengan tenaga kesehatan akupunktur lulusan diploma tiga. Setiap 
rumah sakit yang memiliki pelayanan akupunktur pada akhirnya berjalan 
belum sesuai dengan implementasi PP. No.103 tahun 2014 tentang Pelayanan 
Kesehatan Tradisional. 
Dari latar belakang diatas dapat dikatakan bahwa masih lemahnya  
pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional khususnya 
akupunktur dan masih terbatasnya program pengembangan pelayanan 
kesehatan tradisional di pusat maupun di daerah. Maka penelitian ini 
bermaksud untuk melakukan analisis kesiapan tenaga kesehatan akupunktur 
dalam organisasi profesi terhadap rencana implementasi pelayanan kesehatan 
tradisional integrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 
Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian 
Kesehatan RI, Dinas Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga 
kesehatan akupunktur dalam mengimplementasikan kebijakan tentang praktik 
akupunktur di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan 
jasa pelayanan kesehatan akupunktur sesuai dengan tujuan PP. No.103 tahun 
2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 
 
B. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana proses implementasi dan tanggapan pihak-pihak terkait  
terhadap pelayanan kesehatan tradisional integrasi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 
Tradisional? 
b. Bagaimana kesiapan integrasi peranan tenaga kesehatan akupunktur dalam 
organisasi profesi terhadap rencana implementasi pelayanan kesehatan 






C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Mengetahui kesiapan integrasi peranan tenaga kesehatan akupunktur 
dalam organisasi profesi terhadap rencana implementasi pelayanan 
kesehatan tradisional integrasi sesuai PP. nomor 103 tahun 2014. 
2. Tujuan Khusus 
a. Mengetahui proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 103 
tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 
b. Menemukan masalah diantara tenaga kesehatan akupunktur dalam 
organisasi profesi terhadap rencana/implementasi pelayanan kesehatan 
tradisional integrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 
2014. 
c. Menemukan pemecahan permasalahan yang terjadi diantara tenaga 
kesehatan akupunktur dalam organisasi profesi terhadap rencana/ 
implementasi pelayanan kesehatan tradisional integrasi sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Masyarakat 
Sebagai informasi terkini tentang pelayanan kesehatan akupunktur di 
fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah. 
2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan  
Dapat digunakan sebagai masukan dan acuan dalam perencanaan 
pengembangan pelayanan kesehatan akupunktur di fasilitas pelayanan 
kesehatan. 
3. Bagi Dinas Kesehatan 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan 
dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 
2014 sesuai wewenangnya. 
4. Bagi Pengembangan IPTEK 
Dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan dan acuan dalam 
penelitian di bidang implementasi kebijakan khususnya pelayanan 
kesehatan akupunktur.  
